SALINAN

BUPATI KARANGANYAR

" PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 40 TAHUN 2020
- TENTANG
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Mehgingat

CORONA VIRUS DISEASE 2019
' DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

. a bahwa untuk memberikan penghaigaan terhadap
' dedikasi dan pelayanah dala-'rri penanganan wabah
Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Karanganyar
| yang berpotensi ‘menimbulkan re51ko kesehatan dan
keselamatan jlwa, maka perlu dlatur pedoman
Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan dan non
Keschatan yang terlibat dalam penanganan Corona Virus
~ Disease 2019; | » - . | v
~ b. bahwa berdasarkan : »'pvc-:rtim}bangan:, sebagaimana
| dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati - t‘en'tang. Pemberian I‘rbxsventif bagi Petugas
Penangaﬁan Corona Virus Disea'ée 201 9, : v
S U:idang-Uhdang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten“v} dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengzih - | |
2. Undang—Undang Nomor 4 ’I‘ahun 1984 tentang
' Penyakxt Menular (Lembaran Negara Repubhk Indonesxa

. "I‘ahun 1984 Nomor 20 Tambahan LembaranNegara'

Republik Indonesw. Nomor 3273) :
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
. Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara



o Rebuink iﬁdbrﬁésiéi Norhbr 4286) .

.vUndang-Undang Nomor 1 Tahun , 2004 tentang
‘:z"Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubhk"
jIndonema Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran'ﬁ .
‘Negara Repubhk Indone31a Nomor 4355) o
.‘,Undang-Undang Nomor - 24 Tahun 2007 tentangv ‘
"Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran‘,{; .
v "Negara Repubhk Indonesm Nomor 47 23), v

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentarig o

Kesehatan (Lembaran Negara Repubhk Indcnesia"k'

Tahun 2009 Nomor 144 Tarnbahan Lembaran Negara

Repubhk Indones1a Nomor 5063),

Undang-Undang Nomor 23 'I‘ahun 2014 féﬁtang'.::'

}Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk‘}

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran o

s Negara Repubhk Indones1a Nomor 5587), sebagalmana }:

- telah - diubah beberapa kali terakhu' denganf‘

Undang-Undang Nomor 9 ’I‘ahun 2015 tentang':;

Perubahan - Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerlntahan Daerah (Lembaran

vNegara Repubhk Indone51a Tahun 2015 Nomor 58, -
" Tambahan Lembaran 'Negara- RépUblik - InkdOnesia‘L‘:_"v
_ Nomor 5679); S s
. .Undang-Undahg Nomor 36 Tahun 20 14 tentang Tenaga .

Kesehatan (Lembaran Negara Repubhk Indonemaf '

’Tahun 2014 Nomor 298 ”I‘ambahan Lembaran Negara o |

' ;‘;Repubhk Indonesxa Nomor 5607), .

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantma :

Kesehatan (Lembaran Negara Repubhk Indonema,_-

S Tahun 2009 Nomor 144 Tarnbahan Lembaran Negara

o Republlk Indone51a Nomor 5063),

10.
Nomor 1 Tahun 2020 . tentang  Kebijakan Keuangan -

Peraturan Pemenntah Penggant1 Uhdang Undang

Negara dan Stab111tas Slstem Keuangan untuk

Penaiiganan Pandem1 Corona Vzrus szsease*QOlQ‘» :

(Covid-1 9), dan/ atau vdal_am rangka Mex}ghadapi Ancaman



- Ayang Membahayakan Perekonomxan Nasxonal dan/atau

Stablhtas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Repubhk

: IndoneS1a Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran‘

11, o
- ,Penanggulangan Wabah Penyaklt Menular (Lembaran

Negara Repubhk Indonema Nomor 6485);

Peraturan Pemermtah ‘Nomor 40 ‘Tahun 1991 tentangv

'Negara Repubhk IndoneS1a Tahun 1991 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia

3 Nomor 3447);

12.

Peraturan Pemermtah Nomor 21 'I‘ahun 2008 tentang :

-_'Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran'

Negara Repubhk Indonesm Tahun 2008 Nomor 42,

‘ ‘Tambahan , Lembaran Negafa Repubhk Indonesia
= o Nomor 4828) - . .
18,

Peraturan Pemermtah Nomor 12 'I‘ahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara.

_ Repubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan'
" Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 6322), ,

14

Keputusan PreS1den ‘Nomor 11 Tahun 2020 tentang

| Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corond» -

15,

Virus Dzsease 2019 {Covld-l 9)

Keputusan Presxden Nomor 12 Tahun 2020 tentang

S -Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Vzrus-

o j;’;Dzsease 2019 (Covzd 19) sebaga1 Bencana Nasional;

- 16.

Peraturan Menten Dalam Negem Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

' sebagalmana telah d1ubah beberapa kah terakhlr dengan

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 21 Tahun 2011

3 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menter1 Dalam |

ARt B
' Nomor  HK. o1. 07/MENKES/278/2020 “tentang

Negeri Nomor 13 ‘Tahun . 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah

Keputusan e Menter1 ’A o Kesehatan‘ -

o Pemberlan Insentlf dan Santunan Kematian bag1 Tenaga

Kesehatan yang Menangam Corona Vzrus Dzsease 2019

| : (Covld -1 9)



MEMUTUSKAN

Menetgpkan;jj: PERATURAN BUPATI TEN’I‘ANG PEMBERIAN INSENTII‘

' BAGI PETUGAS PENANGANAN CORONA  VIRUS

' DISEASE 2019.

| BABI
| KETENTUAN UMUM

Bag1an Kesatu ,

kR Pengertlan

Pasal 1

' Dalam Peraturan Bupau 1n1 yang dlmaksud dengan ’

1.
2.

'Daerah adalah Kabupaten Karanganyar |
:‘Pemermtah Daerah adalah Bupatl | sebagau unsur -
"penyelenggara Pemermtahan Daerah yang memlmpln
}pelaksanaan urusan Pemermtahan » yang menjadl
: kewenangan Daerah otonom

. : Bupat1 adalah Bupat1 Karanganyar - v
.‘Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupatl dan

Dewan Perwakllan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan -

urusan Pemermtahan yang menjadl kewenangan Daerah.

. ’Gugus Tugas “adalah Gugus Tugas Percepatan
3 Penanganan Covzd 1 9di Daerah. | | |

. Dinas Kesehatan - adalah Dlnas Kesehatan Kabupaten'

L Karanganyar

. Badan Penanggulangan ‘ Bencana ' Daerah vang
“selanjutnya dlsmgkat BPBD . adalah  Badan
"Penahggulaxig’an }_ Bencana Daerah | '-"'Kabli»paten
"fKaranganyar o ' o - ‘ -

. Insent1f adalah tambahan penghasﬂan berupa uang yang 'f

,_ d1ber1kan bag1 petugas yang terhbat dalam penanganan} v' ‘
| Covzd 19. .



9

o diri dalam b1dang Kesehatan serta mem111k1 pengetahuan -

10, )
o Covld-l 9 adalah penyaklt Jems baru yang belum pernah‘: |

Tenaga Kesehatan adalah setlap orang yang mengabdlkan ’

 "-‘ dan/atau keterampllan melalu1 pend1d1kan di bidang

Kesehatan ‘yang’ untuk Jems “tertentu memerlukan .

‘kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan

Corona Vzrus Dzsease 201 9 yang selan_]utnya ~disebut -

B : dndentlﬁkasx sebelurnnya pada. manusua dengan tanda'

.f'dan gejala umum mfeksx Corona Virus Dzsease 2019,

antara Iam ge_]ala gangguan pernapasan akut seperti:

demam, batuk dan sesak napas dengan masa- 1nkuba31 ’

"rata rata 5 (lzma) sampa1 dengan 6 (enam} han dengan

- masa 1nkubas1 terpan_]ang 14 (empat belas) hari.
1L

Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah yang
selan_]utnya dlslngkat APBD adalah rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah tahunan yang dltetapkan

R dengan Peraturan Daerah

12,

Badan Layanan Umum Daerah yang :seiénjutny’a

ok “dlsmgkat BLUD adalah 31stem yang diterapkan oleh unit

- pelaksana teknis dmas/ badan Daerah dalam memberlkan'

pelayanan | kepada " masyarakat yang ' mempunya1

fleks1b111tas dalam pola pengelolaan keuangan sebagall' |

pengecuahan dan ketentuan pengelolaan Daerah pada

B .,umumn}’a

13,

Pemulasaran Jenazah adalah merupakan keglatan

pengelolaan Jenazah menular mulai dari ruangan

- pemmdahan ke kamar Jenazah pengelolaan jenazah d1

kamar Jenazah serah terlma kepada keluarga dan

pemulangan jenazah sampalv dengan penguburan

o Jenazah

L Bagian Kedua
| 'I‘ujuan "

Pasal 2

| ""ui»TuJuan dltetapkannya Peraturan Bupati ini sebagal pedornan

' 'kepada Perangkat Daerah dan p1rnp1nan fas111tas pelayanan



Tfﬁpenanganan Covzd-19 dt Daerah o

Bag1an Ketlga

"Ruang’ L1ngkup dan Sasaran

. PasaI 3

_}:"(1) Ruang hngkup pengaturan dalam Peraturan Bupat1 1n1 |
: "sebagzu ber1kut S ' o
_..‘kr1ter1a Insent1f
| '.ff;'besaran dan alokas1 Insentlf
:} tata cara pembenan Insentlf SRR

g ;’_".penatausahaan dan pertanggung]awaban dan

pembmaan dan pengawasan

; :(2]& Sasaran o pembenan Insentlf adalah petugas atauf*'_z'f

" ,keanggotaan dalam kepan1t1an/T1m yang secara khusus i
| ’-§d1tugaskan dalam penanganan Covzd-19 d1 Daerah ba1k o
j:secara langsung rnaupun tldak langsung terdxn atas -

'v':av Tenaga Kesehatan dan o

b Tenaga non Kesehatan » SRR o
jfu( )Ténaga non Kesehatan sebagalmana-dlmaksud pada‘ﬁl i_r,
""']ayat 2) huruf b merupakan petugas dlluar Tenagazb_"f;”f
»;'.'ifvvvf;iKesehatan yang dxtugaskan ba1k secara langsung} B

"ifvmaupun tldak langSung termasuk sebagal unSUF

f,pendukung dalam penanganan Covtd-19 d1 Daerah”g e

'_ , petugas Pemulasaran Jenazah petugas

;:,"-pengamanan, dan petugas admmlstraSl/ pendataan

KRITERIA INSENTIF .

Baglan Kesatu LA e T T

B Pasa14 EEEN o ,
Insentlf merupakan tambahan penghasﬂan d1 luar gajl

| _pendapatan‘ dan tun;angan yang dlanggarkan dalam '} I




,_}.a APBD dan/atau
b, Anggaran BLUD,

; :yang besarannya d1tetapkan sesual ertena dan kemampuan

keuangan Daerah untuk dlbenkan kepada petugas

L Baglan'Kedua

Kntena Pembenan Insent1f

" Pasal 5

.I;:_(Jl) Insennf sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 dlbenkanj‘j:'”} ST

-,kepada ’l‘enaga Kesehatan dan Tenaga 1‘1011 Kesehatan;- , ?:
:v‘-v'isebagalmana d1maksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalamf:f‘
f‘menangam paswn Covzd 19 dan/atau pengendahan dan  :;

fpemantauan pandem1 Covzd 19 yang berada dxbawah_ﬂ:;‘f',;{v;_‘.

. ?kbordmasx Gugus Tugas Covzd 19 di Daerah -

"7?. (2) leecuahkan dan ketentuan sebagalmaﬁa dlmaksud -
o ﬁ»?‘,pada ayat (1) adalah Tenaga Kesehatan dan Tenaga non'
}Kesehatan yang telah menerlma Insentlf dan Anggarani “
: Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/ atau APBD ,v

Provmsz

o ‘(3} Penenma Insentlf sebagamana dlmaksud dalam Pasal 3

" ayat (2) t1dak menerlma uang harlan dalam perjalananlﬂ.f{ﬁ.

'_(1) Insentlf sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 dlberlkan;;,j'v';

berdasarkan Sl SRR e
a Keputusan atau surat permtah atau bentuk
i*.jpenugasan Ialnnya dan Bupat1 atau Kepala Perangkatvv?‘}lf’:.. L -

. Daerah atau plmpman fasﬂltas Pelayanan KeSehatan, | SR

b tingkat resiko, tanggung Jawab dan beban kerja dalam}_ﬁ PR

|  } menjalankan tugas penanganan Covld-19 dan‘ B




; oG k1nerja dan kedlslphnan menjalankan tugas pokok
© dan fungs1 dalam penanganan ‘Covid-19.
(2) Pemberian Insentlf dlkelompokkan menjadx 2 (dua)
‘ kategorl terdiri atas: ’ ‘
a kategon terhbat langsung, dan
b kategon pendukung o o
(3) Kategon terhbat langsung sebagalmana dlmaksud pada
ayat (2) huruf a ~adalah petugas yang Iangsung
, menangam pa31en Covzd 19 L '

~ BABII .
BESARAN DAN ALOKASI INSENTIF o

» Pasal 7 o _
(1) Insentlf dlbenkan sesua1 penugasan dengan satuan
harlan atau per keglatan sesua1 dengan karaktenstlk

o tugas yang dllaksanakan _ v
(2) Insentif dltetapkan pahng banyak sebagalmana tercantum
dalam 1amp1ran  yang rnerupakan baglan tl_dak

| terp1sahkan dar1 Peraturan Bupati ini. - |
(3) Strat1ﬁka31 besaran Insentlf sebagalmana dlmaksud pada L
' 'ayat @), d1tetapkan bagi: e |
-‘»_“-va kategon terhbat langsung sebesar 100% (seratusl

~ persen); dan | -
: b kategon pendukung sebesar 60% (enam puluh persen),
| }, Adarl nommal sebagalmana tercanturn dalam lamplran
o yang merupakan baglan txdak terpxsahkan dar1 Peraturan

_‘ :,Bupat1 ini.

BAB v |
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

S _ Pasal 8 ‘ _ '
’(1) Pemberlan Insentlf bag1 petugas penanganan Covzd 19
| d1bebankan pada APBD dan/ atau Anggaran BLUD '
(2) Insen’uf sebagaxmana dimaksud pada ayat (1), dapat _
-diberikan sejak tanggal 17 Maret 2020



.0 Pasa19 4 R :
'(1) Petugas yang terhbat dalam penanganan Covzd 19

d1tetapkan dengan Keputusan atau surat permtah ,

penugasan Bupau atau Kepala Perangkat Daerah atau i

P1mp1nan fasmtas pelayanan Kesehatan B

 (2) Penugasan sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1), dlsertalbﬁ .

’ uralan tugas yang dlberlkan ]adwal penugasan dan»
Jangka waktu penugasan }

(3) Kepala Perangkat Daerah atau p1mp1nan fasilitas

pelayanan Kesehatan sebagalmana d1maksud pada‘
_. fayat 7(1) bertanggung Jawab dalam pelaksanaan
"penyusunan dan pembayaran insentif sesuai dengan

. ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 10

'Insentlf d1a3ukan oleh Kepala Perangkat Daerah ‘atau .

»’plmplnan fasﬂltas pelayanan Kesehatan kepada Bupati -

melalui Kepala Badan Keuangan Daerah dengan
melamplrkan persyaratan sebagal berxkut _
a. Keputusan atau surat permtah penugasan dan Bupati v
. atau Kepala Perangkat Daerah atau pxmpman fasﬂltas -
pelayanan Kesehatan mengenal penetapan Tenaga
= Kcsehatan dan non Kesehatan yang menangam- Covid- }}1 9;
b s}uraf pernvyataan_: melaksana‘kan tugas dari Kepala
Perangkat: Daerah‘ atau pimpinan favs‘i_litas":-»vpelay‘anan

- AKesehatan yang menangam Covzd 19;

c surat D ernyataan tanggung Jawab mutlak dari Kepalav .

Perangkat Daerah ‘atau plmpman fas111tas pelayanan
Kesehatan yang menangam Covzd 19;

d. rekap1tula31 penenmaan per bulan, v ‘

é.ff laporan rekap1tu1a31 keglatan pelaksanaan penugasan v
| dalam-1 (satu) bulan pengajuan pembenan Insentif yang ;

d1tandatangam oleh Kepala Perangkat Daerah atau
?ifnpihan fasihtas pelayanan Kesehatan,v dllengkapl

| 'dokumentas1 keglatan jlka diperlukan; dan :



f. perSyaratan lain ‘sesuai dengan keteﬁtuaﬁ ~ peraturan
perundang—undangan mengenai -~ penatausahaan

keuangan.

| N BAB v |
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pésal 1'1" -

o Ketentuan o ‘mengenai penatausahaan ~dan

o ',v‘pertanggung]awaban pembenan Insentxf kepada petugas

penanganan Cov:d-19 di - Daerah dllaksanakan sesua1 -

S dengan ketentuan peraturan perundang—undangan

g BABVI |
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Pembmaan atas pelaksanaan tugas dan pembenan‘

Insenuf penanganan Covzd 19, dllaksanakan oleh. Kepala =

Perangkat Daerah yang berada dlbawah koord1na31 Gugus
v 'I‘ugas Covid- 1 9 d1 Daerah. , ' ‘ -
(2) Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan pembenan o

Insentlf penanganan Covid- 19 | dllaksanakan “oleh

Perangkat Daerah yang mem1hk1 fungsx pengawasan di

Daerah

Pasal 13

Ketentuan mengenal tekms pelaksanaan pembmaan dan -

e pengawasan sebagalmana dxmaksud dalam Pasal 12,

dllaksanakan _f, sesua1 d_engan ketentuan  peraturan

S perundang undangan



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan - Bupati ini‘ mulai berlaku pada tanggallu

‘diundangkan.

"fiti,]:.»Agar ‘ set1ap orang' mengetahumya "rrie‘merintéhkan”
pengundangan Peraturan Bupau ini dengan penempatannya o 8

o 'dalam Bemta Daerah Kabupaten Karanganyar

-‘Ditetapkanﬁ'd‘i Karanganyar
~ pada tanggal 30 April 2020
* BUPATI KARANGANYAR,
S Td
JULIYATMONO

- Diundéﬁgkar'i‘”di Karaﬁganj}ar
~ pada tanggal 30 ApnI 2020 , o :
"ZSEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

| SUTARNO

f‘BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 40

Salinan'S’ééuai‘dehgan’aSIinYa"»' o

DAERAH =
FRARANGANYAR
AN . RN : et

99903 1009



: LAMPIRAN

}:NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG
| ;.YPEMBERIAN

j;’[»VIRUS DISEASE _20 ‘9 e

;':-".,P ERATURAN BUPATI KARANGANYAR" e

| -_;.INSENTIF  Bagl e
~ PETUGAS | PENANGANAN CORONA{",?- EER

A STANDAR PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN NONT‘ B
~ KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN 'BLUD RUMAH SAKIT
- UMUM DAERAH (RSUD), DAN BLUD PUSAT KESEHATAN MASYARAKATE‘;,Q. L

SR (PUSKESMAS)

BESARAN

o,
11 T1m yang dltetapkan dengan Keputusan Bupat1

1 untuk pekerjaan tertentu mellputl
- a Penanggung]awab S
| -b;-‘ Ketua
. 'b‘Wakll Ketua
S d‘.‘ | Sekretans
"e} | -Koordmator
1.

1 'ff:iz‘Anggota

- -‘INSENTIF/HARI ﬁf?f - o |

1 260"'0‘0'0' ool
| 1s0.00000|
1 1504 000,00
| 12500000 .
. fff150 ooo 00|

2 Tenaga Kesehatan me11put1
| : a. Dokter SpeS1a11s
= “b.?:Dokter Umum Ll
| ;f»';}Dokter G1g1 Spemahsw |
;@}:}Dokter G1g1

. Perawat

C
5 d
: e
| f .:-B1dan
g

1 R 150.000, 00|
| 15000000
| 150,000 oo:
E SR e '.9»11'20.,000;001

Tenaga Kesehatan lamnya 110000,00 |

;Tenaga non Kesehatan, meixputl; e

Tenaga Adm1n1stras1

3_- b. Tenaga Penun;ang

| 10000000
7500000

| el e E . 110.000,00

_a Komandan :
~100.000,00 |

| b Koordmator




29

.. Anggota

~100.000,00

B. STANDAR  PEMBERIAN INSENTIF | BAGI PENYELENGGARAAN

PEMULASARAN JENAZAH COVID-I 9

I " BESARAN
NO. JENIS PROFESI INSENTIF/ORANG/PAKET,
IR “Rp) |
1. | Koordinator Iapangan | | .~ 500.000,00
2. Petugas ~ yang memand1kan _}‘,-bdan o 5‘00.000,00 o
mengkafafu Jenazah B B - L
‘3. | Petugas gali kubur N 1.000.000,00 N
4. |Petugas pengangkut pet1 dan penguburan  250.000,00 |
Jenazah : | |
5. Petugas desmfeksx Jenazah Do - 500.000,00
6. | Supir mobil Jenazah 1500.000,00 |
7. | Pengawalan dari BPBD 250.000,00
8. Pengamanan dari Pohsl/TNI 500.000},00
9. | Supir mobil pengawalan 250.000,00

_ BUPATI KARANGANYAR,

- Ttd.
~ JULIYATMONO




